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Pendataan data izin usaha pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir ini masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencatat data pemohon 
dan data izin di buku besar sehingga  sering terjadi kekeliruan dalam pencatatan dan pencarian data 
pemohon dan data izin yang ingin melakukan perpanjangan dan pembaruan data izin usaha. Oleh 
karana itu sistem informasi Izin Usaha ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan masalah 
yang ada, dan juga dapat memanfaatkan fasilitas komputer yang ada pada Badan Perizinan tersebut.  
Dimana dalam Sistem informasi ini menggunakan metode sitem development life cycle (SDLC) dan 
dalam mendesain sistem menggunakan alat bantu Bagan Alir Dokumen, Conteks Diagram, Data 
Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD) serta menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic 6.0 dan Database MySQL. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah, VB 6.0. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat 
sekarang ini. Contohnya penggunaan komputer sebagai salah satu sarana pendukung dalam sistem 
informasi dapat memberikan hasil yang lebih untuk output sebuah sistem, tentunya bila sistem di 
dalamnya telah berjalan dengan baik, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, khususnya 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan 
sehari-hari, hal ini dapat dirasakan dengan hadirnya komputer yang mampu mengelola dan 
memproses pengolahan data secara cepat dan efisien menjadi sebuah informasi yang sangat berguna 
bagi kehidupan manusia. 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas 
kinerja suatu organisasi atau instansi perusahaan. Oleh karna itu, diperlukan sumber daya manusia 
yang mempunyai kompetensi tinggi karna keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung 
peningkatan kinerja pegawai, fenomena  tersebut merupakan momentum bagi Pemerintah Daerah 
untuk melakukan perubahan–perubahan perbaikan. Perubahan yang mengharuskan setiap lembaga 
pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian  yang mengarah kepada terselenggaranya tata 
pemerintahan yang baik. Termasuk didalamnya berbagai bidang pelayanan publik yang sebelumnya 
dianggap belum memenuhi hajat kebutuhan masyarakat. Undang–undang tersebut,meberikan peluang 
kepada pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pengambilan  kebijakan 
dan keputusan yang bersifat lokal, effektif dan effisien. 
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk suatu unit kerja Non Struktural dengan dasar 
hukum peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 tahun 2005 tentang susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai landasan hukum 
oprasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu, maka diterbitkan keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 
kpts.279/VI/HK-2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan 
kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir yang Menjalankan fungsi pelayanan 
publik dengan pola satu atap. 
Badan Perizinan, Penanaman modal dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang 
baru dibentuk pada akhir tahun 2008 ini memiliki kewenangan atas penandatanganan perizinan usaha. 
Ada beberapa jenis izin yang saat ini hanya menjadi kewenangan   Perizinan, Penanaman Modal dan 
Promosi Daerah (BPPMPD) kab Inhil dalam hal Pengelolaan Administrasinya, sedangkan 
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Penandatanganan Izin masih menjadi kewenangan Kepala Dinas Perindustrian  dan Perdaganagn, 
adapun kewenangan tersebut, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
Tanda Daftar Industri (TDI). 
Adapun Masalah yang terdapat pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada Izin Usaha adalah sebagai berikut:  
1. Sering terjadinya kehilangan data Izin Usaha pada Perizinan Penanaman Modal dan Promosi 
Daerah Kabupaten Indagiri Hilir. 
2. Pendataan Izin Usaha pada Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indagiri 
Hilir masih dilakukan secara manual. 
3. Dalam mencari data izin dan data pemohon yang ingin melakukan perpanjangan Izin masih 
dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pengurusan perpanjangan izin.  
Untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan mengenai Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha, 
maka perlu dilakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian yakni : 
1. Penelitian dilakukan pada Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir. 
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai Tanda Daftar Industrri (TDI, Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan 
Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
3. Penelitian ini menggunakan Bahasa Pemograman Visual Basic 6.0 
4. Penelitian ini menggunakan Database Manajemen Sistem (DBMS) MySQL. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  
1. Membuat sistem beckup secara otomatis untuk mengurangi kehilangan data. 
2. Merancang database agar mempermudah dalam penyimpanan dan mempercepat pencarian data.  
3. Merancang program Visual Basic untuk memprmudah petugas Perizinan, Penanaman Modal dan 
Promosi Daerah dalam melakukan pendataan Izin Usaha. 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  
1. Bagi Pegawai Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 Berdasarkan perancangan tersebut semoga dapat memberikan kemudahan terhadap pendataan Izin 
pada Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Bagi Masyarakat 
 Manfaat yang didapatkan dari system komputerisasi tersebut agar pelaksanaan pendataan maupun 
perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. 
 
2.  TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Sistem 
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai 
suatu tujuan, Abdul Kadir (2003).  
Sebuah sistem secara umum adalah terdiri dari masukan, pengolahan, dan keluaran yang terdiri dari 
bagian-bagian yang selalu terkait dan beroperasi bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu 
sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsystems) dimana masing-masing subsistem dapat 
terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau komponen-komponen, yang saling 
berhubungan dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi (integrated) 
sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. 
 
2.2. Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa 
nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun yang akan datang, (Abdul Kadir, 2003). 
Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu : 
1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan 
maksudnya. 
2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat. 
3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya. 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi 
berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan 
pengetahuan) Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat 
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mengetahui kondisi obyektif perusahaannya. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau 
fakta yang dikumpulkan dengan metode ataupun cara-cara tertentu. 
 
2.3. Sistem Informasi 
Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005). 
Suatu sistem informasi pada dasarnya terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasi yang tetap, 
yaitu: 
1. Mengumpulkan data. 
2. Mengelompokkan data. 
3. Menghitung. 
4. Menganalisa. 
5. Menyajikan laporan. 
Sasaran sistem informasi adalah: 
a. Meningkatkan penyelesaian tugas. 
 Pemakai harus lebih produktif agar menghasilkan keluaran yang memiliki mutu yang tinggi. 
b. Meningkatkan efektifitas secara keseluruhan. 
 Sistem harus mudah dan sering digunakan. 
c. Meningkatkan efektifitas ekonomi. 
 Keuntungan yang diperoleh dari sistem harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 
Sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara optimal dan berbasis 
komputer yang dapat menghimpun dan menyajikan berbagai jenis data yang akurat untuk berbagai 
macam kebutuhan. 
 
2.4 Tinjauan Umum Badan Perizinan 
 Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, desentralisasi telah menumbuhkan komitmen kuat untuk 
menungkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan iklim usaha dan peningkatan efektipitas 
kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi 
kabuupaten Indragiri Hilir yaitu “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025” 
 Untuk mewujudkan sasaran pokok inilah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah 
membentuk satu unit kerja non struktural dengan dasar hokum peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 
25 tahun 2005 tenntang susunan organisasi dan tatakerja kantor pelayanan terpadu Kabupaten 
Indragiri Hilir dan sebagai landasan hokum oprasional kantor pelayanan terpadu, maka diterbitkan 
keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts.279/VI/HK-2006 tentang pelimpahan wewenang 
pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Indragiri Hilir 
yang menjalankan punsi public dengan pola satu atap. 
 Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir 
dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
masyarakat terutama dalam hal pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan penerapan 
prinsip-prnsip penyelenggaraan playanan publik dan standar playanan. 
 
3.  METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Gambaran Umum Sistem 
Sebelum dilakukannya perancangan sebuah sistem yang baru, sekiranya diperlukan adanya 
suatu gambaran yang memuat keterangan atau informasi yang berhubungan dengan sistem yang ada 
sekarang atau sistem yang sedang berjalan pada Badan Perizinan. Hal ini bertujuan agar nantinya 
mempermudah  dalam menganalisa dan merancang sistem yang baru nantinya.  
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Gambar 1. Bagan Alir Dokumen yang Sedang Berjalan 
Pemohon datang ke Badan perizinan dan menyerahkan persaratan perizinan kepada loket 
pelayanan, kemudian petugas pelayanan melakukan pemeriksaan persaratan dan mengisi ceklis 
persaratan secara manual, kemudian membuat kartu pengambilan yang kemudian diberikan kepada 
pemohon untuk kartu pengambilan surat izin dan pemohon membayar biaya pembuatan surat izin, 
setelah itu persaratan yang telah lengkap diserahkan kepada petugas perizinan untuk kemudian 
dilakukan pembuatan surat izin, setelah surat izin siap, surat izin tersebut di kirim ke Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan untuk ditandatangani oleh kepala dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, setelah penandatangan surat izin selesai, petugas Disperindag memotocopy untuk arsip 
Disperindag dan yang asli dikirim kembali ke badan perizinan, kemudian surat izin yang telah 
ditandatangani diperiksa dan dipotocopy untuk arsip badan perizinan, kemudian yang asli diserahkan 
kepada loket pelayanan dan loket pelayanan melakukan pencatatan ke buku register secara manual.  
Pemohon datang keloket pelayanan dengan membawa kartu pengambilan surat izin dan 
diserahkan kepada petugas loket pelayanan, kemudian petugas mencari surat inin, kemudian surat izin 
diserahkan kepada pemohon beserta buku register, kemudian pemohon menandatangani buku register. 
 
3.2  Analisis Kebutuhan Sistem 
Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan kerangka PIECES. Kerangka PIECES 
(Performance, Information, Economics,Controls, Efficiency, Service ) digunakan untuk 
mengkategorikan permasalahan yang ditemukan sesuai dengan apa yang ditemukan pada saat 
pengumpulan data. 
1. Performance (kinerja)  
Analisis kinerja ditujukankan untuk mengetahui tingkat kinerja dari sebuah sistem apakah 
kinerja dari sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sudah mencapai sasaran 
yang diinginkan. Kinerja dari sebuah sistem diukur berdasarkan jumlah produksi dan tanggap waktu. 
Jumlah produksi merupakan jumlah perkerjaan yang bisa diselsekan dalam jangka waktu tertentu. 
Sedangkan tanggap waktu adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan 
yang diberikan kepada teransaksi berikutnya. 
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Dalam kasus ini, kinerja dari sistem informasi izin usaha pada Badan Perininan Penanaman 
Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirasakan kurang tersusun dengan rapi jika 
dilihat dari hasil Throughput (hasil dari beberapa waktu ) dan Respon time (waktu tanggap), misalkan 
saja dalam pencarian data pemohon, dan data izin yang ingin melakukan perpanjangn, para petugas 
ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian datanya. Dengan adanya sistem informasi 
Izin usaha ini nantinya akan memudahkan bagi pihak perizinan untuk melakukan pencarian data 
pemohon dan data izin yang ingin melakukan perpanjangan izin. 
2. Informasion (informasi)  
Informasi yang ada pada perizinan masih memiliki beberapa kelemahan, seperti informasi izin 
yang masih berlaku atau yang telah habis masa berlakunya masih dilakukan pencarian secara manual, 
sehingga info data izin yang telah habis masa berlakuknya sulit untuk diketahui. Dengan adanya 
sistem informasi izin usaha ini akan memudahkan dari pihak perizinan untuk melakukan pendataan 
izin. 
3. Economy (ekonomi) 
Analisis ekonomi adalah senantiasa berhubungan dengan anggaran instansi atau biaya, analisis 
ekonomi bersifat mempelajari dan menerapkan tentang biaya dan manfaatnya. 
Bagi petugas perizinan yang ingin mendata izin, petugas hanya membuka aplikasi visual basic, 
maka akan tampil form untuk melakukan penginputan, maka secara otomatis data tersebut akan 
masuk kedalam data base yang telahdibuat, jadi petugas tidak perlu mencatat dibuku besar lagi,  
sehingga dapat menghemat kertas.  
4. Control (pengendlian) 
Dengan adanya system informasi izin usaha ini, pengongontrolan terhadap data izin dapat lebih 
mudah dilakukan, karna pendataan izin akan masuk kedata base.  
5. Efficiency (efiseiensi) 
Analisis efisiensi adalah penigkatan terhadap efesiensi operasional, berbeda dengan ekonomi. 
Bila ekonomi berhubungan dengan inputnya, efisiensi tersebut berhubungan dengan bagaimana 
sumber daya itu digunakan agar tidak terjadi pemborosan. Sistem dikatakan efisien atau berhasil, jika 
dapat mencapai sasaran yang diinginkan, tidak mengeluarkan banyak waktu dan tenaga kerja 
karyawan yang berlebihan. Hal ini  berkaitan dengan sistem yang sedang dijalankan pada izin uasaha. 
Selama ini petugas selalu kesulutan dalam pencatatan maupun pencarian data izin usaha, karna 
pendataan dan pencarian data masih dilakukan secara manual dengan mencari pada buku besar, hal ini 
menyebabkan keterlambatan dalam pencarian data izin yang ingin melakukan perpanjangan izin. 
6. Service (layanan) 
Analisis pelayanan adalah peningkatan terhadap pelayanan yang dihasilkan oleh sistem. Sistem 
yang sedang dijalankan atau digunakan pada Badan Perizinan Penanaman modal dan Promosi Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir saat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap izin 
usaha kepada pemohon maupun pada masyarakat. 
 
3.2.3.1 Analisa Perangkat Lunak 
 Badan Perizinan dalam sehari-harinya menggunakan sistem yang masih manual dan untuk 
aplikasi bantuan pengolahan kata, Badan Perizinan menggunakan Microsoft Word 2003 dan 
Microsoft Word 2007 maka dari itu Badan Perizinan membutuhkan sebuah aplikasi Bahasa 
Pemograman Visual Basic 6.0 sebagai Aplikasi penginputan data dan Database Manajemen Sistem 
(DBMS) MySQL sebagai database. 
3.2.3.2 Analisa Perangkat Keras 
Analisis perangkat keras dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan 
Badan Perizinan nantinya, karena sistem lama masih menggunakan sistem manual, maka Badan 
Perizinan membutuhkan perangkat keras seperti: 
1.  Possessor dengan kecepatan 2.0 GHz + Motherboard 
2.  VGA card 128 MB 
3.  Memory 512 MB 
4.  Hard disk space 80 GB terpasang 
5.  Monitor 
6.  Mouse 
7.  Keyboard 
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Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemasangan perangkat lunak yang nantinya akan 
digunakan oleh Badan Perizinan dan memrlukan sebuah printer scanner untuk mencetak laporan dan 
memfotocopy Arsip-arsip yang akan disimpan nantinya. 
 
4. PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
 
4.1 Perancangan Proses 
 Pada sub-sub bab berikut ini membahas mengenai pengertian dan pemahaman tentang 
konteks diagram dan Data Flow Diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses.   
 
4.1.1  Konteks Diagram  
Dari Perancangan sistem Informasi Izin Usaha yang sedang dianalisa sebagaimana tertulis di 
atas maka dapat dirancang sebuah konteks diagram mengenai Perancangan Izin Usaha yang akan 






































































































Gambar 4  Data Flow Diagram Level 1 Proses 1.0 
 
Jurnal SISTEMASI, Volume 3, Nomor 2, April  2014 : 29 – 42                            ISSN:2302-8149 
 
Hairul, Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha Pada Badan Perizinan, Penanaman Modal 








Kartu PengambilanD2Data Krt Tersimpan
Data Kartu
2.2











Info Data Kartu yg terhapus




























































Data TDP Data SIUP


















Data Surat Izin TDI
3.1.2
Edit Data Izin 
TDI
3.1.3










Dta izin yg teredit























Edit Data Izin 
TDP
3.2.3










Info data izin terhapus
















Gambar 8  Data Flow Diagram Level 2 Proses 3.2 
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Gambar 9  Data Flow Diagram Level 2 Proses 3.3 
 
4.1.3  Perancangan Database 
4.1.3.1 Conseptual Database Desigen 
Tabel 4.1 Relasi Antar Entitas 
Pemohon Setiap Pemohon boleh memiliki satu atau lebih kartu pengambilan
Kartu Pengambilan dan setiap kartu pengambilahn hanya dimiliki satu pemohon
Tanda Daftar Industri Setiap Tanda Daftar Industri memiliki satu kartu pengambilan
Kartu Pengambilan dan setiap kartu pengambilan memiliki satu izin
Surat Izin Usaha Setiap Surat Izin Usaha memiliki satu kartu pengambilan
Kartu Pengambilan dan setiap kartu pengambilan memiliki satu surat izin usaha
Tanda Daftar Perusahaan Setiap Tanda Daftar Perusahaan memiliki satu kartu pengambilan

















Gambar 10 Entity Relation Diagram Pembuatan Surat Izin 
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Gambar 11  Entity Relation Diagram Beserta Atributnya 
 
4.1.3.3  Physical Database Desigen 
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1. Tabel Pemohon 
Tabel 4.2 Desain File Pemohon 
 
 
2. Tabel Kartu Pengambilan 
Tabel 4.3 Desain File Kartu Pengambilan 
1 id_pmhn Varchar 5 ID pemohon
2 id_izin Varchar 5 Nama Pemohon
3 tgl_msk Date
4 tgl_selsai Date
No Field Type Data Field Size Keterangan
 
 
3. Tabel Tanda Daftar Industri 
 
Tabel 4.4 Desain File Tanda Daftar Industri 
1 no_izin Varchar 30 Nomor izin
2 ditetapkan_di Varchar 20 Ditetapkan
3 tgl Date Tanggal
4 berlaku Date Berlaku
5 id_pmhn Varchar 20 Id Pemohon
6 nama_perusahaan Varchar 30 Nama Perusahaan
7 alamat_perusahaan Varchar 40 Alamat Perusahaan
8 tlpn Varchar 15 Telpon Industri
9 desa Varchar 30 Desa
10 kecamatan Varchar 30 Kecamatan
11 kabupaten Varchar 30 Kabupaten
12 propfinsi Varchar 30 Propinsi
13 npwp Varchar 30 Nomor pokok Wajib Pajak
14 npik Varchar 30 Nomor Induk Pendaftaran Industri kecil
15 jenis_indstri Varchar 30 Nama Industri
16 komoditi_industri Varchar 30 Komoditi Industri
17 putama Varchar 30 Peralatan Utama
18 ppembantu Varchar 30 Peralatan Pembantu
19 tenaga_penggerak Varchar 30 Tenaga Penggerak
20 nilai_investasi Varchar 30 Nilai Infestai
21 kapasitas Varchar 30 Kapasitas
No Field Type Data Field Size Keterangan
 
 
4. Tabel Tanda Daftar Perusahaan 
Tabel 4.5 Desain File Tanda Daftar Perusahaan 
1 no_izin Varchar 30 Nomor izin
2 ditetapkan_di Varchar 20 Ditetapkan
3 tgl Date Tanggal
4 berlaku Date Berlaku
5 id_pmhn Varchar 20 Id Pemohon
6 nama_perusahaan Varchar 30 Nama Perusahaan
7 alamat_perusahaan Varchar 40 Alamat Perusahaan
8 Pendaftaran Varchar 30 Pendaftaran
9 Pembaharuan_ke Varchar 30 Pembaharuan ke
10 Status Varchar 30 Status
11 npwp Varchar 30 Nomor pokok Wajib Pajak
12 telp Varchar 30 Telpon
13 fax Varchar 30 fax
14 kegiatan Varchar 30 Kegiatan
15 kbli Varchar 30 KBLI
No Field Type Data Field Size Keterangan
 
Data diolah, 2014 
5. Tabel Izin Usaha Perdagangan 
Tabel 4.6 Desain File Izin Usaha Perdagangan 
1 no_izin Varchar 30 Nomor izin
2 ditetapkan_di Varchar 20 Ditetapkan
3 tgl Date Tanggal
4 berlaku Date Berlaku
5 id_pmhn Varchar 20 Id Pemohon
6 merek Varchar 30 merek
7 alamat_perusahaan Varchar 40 Alamat Perusahaan
8 Nilai_Modal Varchar 30 Nilai Modal
9 Kegiatan_Usaha Varchar 30 Kegiatan Usaha
10 Kelembagaan Varchar 30 Kelembagaan
11 bidang_usaha Varchar 30 Bidang Usaha
12 jenis Varchar 30 Jenis
No Field Type Data Field Size Keterangan
 
 
3.5  Perancangan Logika Program 
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Gambar 12. Flowchart Pemohon 
 
Start






















Input Data_kartu; ID_pmhn, ID_Izin, tgl_msk
 
Gambar 13. Flowchart Kartu Pengambilan 
Start






















Input Dataizin;ID_izin, no_tdi, jns_indstri, perlatn_utma, 
Peraltn_pmbntu, tng_penggerak_ditetpkn,pd_tgl
 
Gambar 14. Flowchart Izin 
 
IMPLEMENTASI  
1. Tampilan Form Menu Utama 
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Gambar 15  Tampilan Form Menu Utama 
1. Tampilan Form  Input Data Pemohon 
 
Gambar 16 Tampilan Form Data Pemohon 










Gambar 17 Tampilan Form Kartu Pengambilan 
  











Gambar 18 Tampilan Form Kartu Pengambilan 
4. Tampilan Form Data Surat Izin Usaha Perdagangan 
 
Gambar 19. Tampilan Form Izin Perdagangan 
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5. Tampilan Form Data Tanda Daftar Perusahaan 
 
Gambar 20 Tampilan Form Tanda Daftar Perusahaan 
 









Gambar 21  Laporan Data Pemohon 










Gambar 22  Laporan Data Industri 
 










Gambar 23 Laporan Usaha Perdagangan 
 








Gambar 24 Tampilan Form User 
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Gambar 25 Tampilan Form Perpanjangan Tanda Daftar Industri 
 









Gambar 26 Tampilan Form Perpanjangan Standa Daftar Perusahaan 
 











Gambar 27  Tanda Daftar Industri 
 










         
Gambar 28 Tanda Daftar Perusahaan 
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Gambar 29 Surat Izin Perdagangan 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa dengan dikembangkannya sistem perizinan usaha pada Badan Perizinan maka dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikit:  
1. Dalam rencana perancangan sistem informasi ini data yang di olah adalah data Izin Usaha 
yang berasal dari Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
2. Sistem Informasi yang dihasilkan lebih cepat dan akurat, sehingga dalam pembuatan dan 
perpanjangan Izin Usaha dapat di lakukan dengan cepat dan akurat. 
3. Sistem informasi ini dapat memberikan kemudahan kepada petugas Badan Perizinan dan 
Masyarakat dalam pengurusan Izin Usaha.  
Dari permasalahan yang ada untuk dapat meningkatkan kemajuan dan keefektifan dalam 
pengolahan data Izin Usaha, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Diharapkan laporan bisa diakses oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten 
Indragiri Hilir. 
2. Kepada pembaca disarankan agar dapat mengembangkan sistem yang dirancang ini 
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